atau kejadian masa lalusdan diharapkan mempunyai-manfaat ekonomi di masa depan
yang diharapkan mengalir kepada entitas tersebut.



Dalam akuntansi sektor publik, aset sebagaimana dalam Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) berbasis akrual Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)
Nomor 01 Paragraf 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai pengertian sebagai sumber daya ekonomi

pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan
perkembangan pengelolaan BMN saat ini.



Selain dapat diperoleh melalui beban APBN, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP
Nomor 27 Tahun 2014, BMN dapat berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain
diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak, diperoleh sesuai.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

" Connellan, Croft (1989) yan

lifine good asset managemnt in

memaksimalkan potensi manfaat dari aset-aset yang telah ada (existing asset), serta

menghapuskan aset yang dianggap sudah tidak memiliki manfaat dengan proses yang
cepat supaya tidak membebani biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
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C. Pengelolaan Barang Milik Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara sebagai bagmn dari kekuasaan pemenntahan, hal tersebut dinyatakan
dalam Pasal 6 Undang-Uxs

adalah kegiatan yang dilak

perencanaan kebutuhan da

3. Asas iransparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
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4. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai
batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan fungs1 pemerintahan secara optimal.

. Asas akuntabilitas, yai olie egiatan pengelolaan BMN harus dapat

p mengenai pengelolaan BMN yar

kebutuhan dan penganggz

"'l-'ui;l 1T l-lrl!'#

k"Optim :v isasi sehingga diharapkan
mengurangi beban anggaran untuk pengadaan aset yang baru. Manfaat lain dalam
manajemen BMN yang terindikasi idle yaitu Pengguna Barang dapat melakukan
pemanfaatan BMN untuk meningkatkan PNBP.
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E. Barang Milik Negara Yang Terindikasi Tidak Digunakan Dalam
Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Pemerintah (/dle)

Beragam literatur yang ada menyebut aset idle sebagai vacant property, vacant
‘ "he General Service Administration Federal Property

y or portion of property that is t

e accountable agency or prg
gram purposes that can be §¢

hanya mencakup lahan ti¢

BMN idle adalah BMN yang telah direncanakan untuk digunakan oleh
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan sebelum berakhirnya tahun ketiga, atau



i3

BMN telah direncanakan untuk dimanfaatkan sebelum berakhirnya tahun kedua,
terhitung sejak BMN tersebut terindikasi sebagai BMN idle.

Berdasarkan kriteria dimaksud, bahwa BMN dinyatakan sebagai BMN
terindikasi idle ketika : .

sedang dig

Pengguna Barang/Kuasa Penggums
Pengguna/Kuasa Pengguna Se
ntarisasi dari Kementerian/Ler

emerintah, informasi dari n

2. Margaret Louise Smith, University of Pennsylvania, Philadelphia (2014)
melakukan penelitian dengan judul No Property Left Behind: An Exploration of
Abandoned Property Policies. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan
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dalam mengatasi aset yang terbengkalai. Simpulan dari penelitian ini adalah
kebijakan yang digunakan dalam mengatasi aset yang terbengkalai yaitu
penegakan aturan, penghentian penggunaan, receivership, land banking, dan
pembongkaran strategis

“penglitian ini

= s _.
' i 2 P Barang,

L] i1l
ikasi idle pa

Kerangka, alur

gambaran penelitian datt uga..sebagai. panduan dalam melaksanakan penelitian.
Kerangka alur pemikiran ini dapat dilihat sebagai seperti gambar I1.1.
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Gambar II.1 Kerangka Alur Pemikiran

Melakukan pengamatan




